
 

 

 
 

44 
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 tahun 2014 

tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta belum optimal. Hal 

tersebut dibuktikan bahwa upaya-upaya yang diatur di dalam Perda Nomor 1 tahun 2014 

belum semua dijalankan oleh Satpol PP. Upaya-upaya tersebut berupa Upaya Preventif 

yang terdapat dalam Pasal 8 tidak semua dapat dijalankan oleh penegak hukum karena 

yang dapat dilakukan hanya penyuluhan, edukasi masyarakat, dan informasi baliho. 

Dalam Pasal 9 upaya koersif yang sudah dilakukan hanya penertiban. Dalam Pasal 10 

upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan hanya perawatan dan pengasuhan. Sedangkan 

dalam Pasal 13 upaya reintegrasi sosial yang dapat dilakukan hanya pemulangan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis memberikan saran: 

Satpol PP dalam upaya menegakkan hukum hendaknya lebih tegas dan dapat 

bekerjasama dengan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di 

Yogyakarta agar dapat memberikan ketrampilan serta memberi lapangan pekerjaan. 

Satpol PP yang menertibkan gelandangan dan pengemis selanjutnya menyeleksi atau 

membagi para gelandangan dan pengemis dengan katagori yang telah ditentukan. Bagi 

yang sehat dapat dilatih dan bekerja. Bagi yang sakit segera di rehabilitasi dan 

dipulangkan ke keluarganya.  

 



 

 



 

 


